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PERATURAN GUBERNUR KALEMANTAN BARAT

NOMOR ?13 TAHUN 2021
TENTANG

Ix.EDU{)UIxAN SUSUNAN ORG L‘aWSASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA g S
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKY AT DAN IxAWASAN PERMUBJMAN.':' 1

Menimbang

DENGAN RAHMAT TU HnN YANG MAHA ESA

a.

PROVINSI Ew&LE‘MAN““ N BARAT

GUBERNURI LIMANT N BARAT

bahwa ‘berciasmls_an ketentuan Pasal 97 ayaL Ly
Peraturan -~ Pemer intah - Nomor 18 ’I‘ahun 2016
sebagaimana telah dmbah dengan Peraturan Pemermtahg
Nomor = 72 Tahun 2020 tentang - Perubahan CAtas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahum 2016 tentang

Perangkat Daerah mengamanatkan . bahwa Pelangkatg_”lg Lo
Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsmya telah o0

dapat dilaksanakan oleh lxelompok Jabataﬁ funcrszonal

menghapus unit organi isasl yang tugas’ dan: funf:fsznya?}

telah digantikan secara penuh oleh lcelornpok Ja'bataml
. fungsional; : : s :
bahwa berdasarlaan ketentuan Pasal 3 ayat (1] huruf b_'
Peraturan Menten Pendayagunaan Apamtur Neo‘aza dan_
Reformasi Birokras1 Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan  Jabatan Administrasi ke Jabatan

Fungsionatl, mengamanatkan bahwa penyetaiaan Jauataf g
dilakukan pada. instansi Daerah; -

bahwa . dalam ;ranc%a *newmudkan b1rokra81 yan ;
dinamis dan profesional sebagaz upaya pemngkafanf
efektivitas * dan  efisiensi guna - mendukuncr kmerj_
pemerintah  daerah, :peé Tu  dilakukan - penyederhaﬁaan

birokrasi melalui penyetaraan Jabatan admmlstram 1{ :
dalam jabatan fungsional; L BRI

bahwa berdasarkan pertimbangan ' sebagazmana‘
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan humf ¢, perlu
menetapkan  Peraturan Guber nur temalw Kedudul«;an :
Susunan Or gdnisasi, Tugas dan Fungs:x, serta Tata: K@Ija'

Dinas Perumahan Rak vat dan Kawasan Permummanff St

Provinsi Ixahmanim Baraz

S




Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Repubhk - |

Indonesia Tahun 1945;

Undang—Undang Nomor 25 Tahun _1956 tentemg S
Pembentukan  Daerah-Daerah Otonom ~ Provinsi =" .

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan it
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 e
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubhk el

Indonesia Nomor 1106};

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentmig”?eratufan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik :5 g
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahar Lembara,n

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 iien‘tan‘:f;f
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara SEEE
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tamb_ahan:f_'_ e

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 188);

Undang- Undancr Nomor 5 Tahun 2014 tent&mg Aparatur:' S
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun SSEI 3_ :
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nega;a Repub}:ik":.:{:{t;::-3__.:.'_"_.'.

Indonesia Nomor 549 4);

Undang-Undang Nomor 23 ’I‘ahun 2014 teniangf{

Pemerintahan . Daerah (Lembaran” Negara Re@ubhk '
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Noror 5587 se’baga1ma1‘1'a%'-._-.-

telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan- Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang C1pta Kergaf.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahumn 2020 Nomor'_
245, ‘Tambahan Lembaran Negara Repubh}{ Indonesn

Nomor 65’73) : . _ R S
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentan
Penyelenggaraan Per umahan dan Kawasan Permuiqmai
(Lembaran Neﬁara Repubhk Indonesm Tahun 2016 Ncmorfl

101, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Il’ldOi’leS}La'.:'.::.'_". B

Nomeor 5883};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahuii 2016 "ténté,ﬁé:

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesa'
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan’ Lem"baran Neg&u‘

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimama teiahf-_li‘ e S
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 T'xhun}_".‘i_' §
+2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemermtah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah_:f""'

(Lembaran Nﬁga;a Republik Indonesia ’I‘ahun 2019 Nomol .::;'

187, Tambahan. Lembaran Negara Repubhk Indones:ua :;f'
Nomor 6402); L




Menetapkan

12, Peraturan Dae1ah Nomor & Tahun 2016 tent'

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang S
Manajemen Pegawai Negeri Sipil ' (Lembaran Negara . S
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia ~Nomor 6037) oo
sebagaimana telah diubah dengan Peratura:n Pemermtah-*

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pera‘turaz
Pemerintalh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeljr_l_ .
Pegawai Negeri - Slpﬂ (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun: 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaram"
Negara Republik Indonema Nomor 647 7)

10. Peraturan Menieﬂ Pendayagunaan Apmatur Negara dan-;
Reformasi Bzrok:rasz Nomor 17 Tahun 202 1_ tentan '
Penyetaraan Ja.ba'tan Admmzstras1 Ke Dalam._ J abata'

Fungsional . (Berlta Negara Repubhk Indonesﬂ Tahm
2021 Nomor 525); '

11. Peraturan Menter1 Pendayagunaan Aparatur Neuara da1
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun - 2021 tentarlﬁf-
Penyederhanaan -Strukiur Organ1sas1 pada Instanszz.
Pemerintah untuk Penyederhagaan Blrokrasz (Benta-;
Negara-Republik Indornesia Tahun 2021 Nomor 546) .

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provmsz.__
Kahmantan Barat {Lembaran Daerah’ Provmm Kahmanian';
Barat Tahun 2016 Nornor 8, Tambahan Lembalan Daerah'
Provinsi Exahmaman Barat Nomor 6) sebagajmana tela
diubah beberapa kali dan’ terakhzr dengan Peraturan--
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua_
Atas Peraturan Dae:{ah Nomor 8. Tahun 2016 ten‘f:an _
Pembentukan dan Susunan . Perangkat Daerah Prov:an i
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provms1 Kahmantaﬂ
Barat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah-:
Provinsi Ixahmantan Barat Nomar 5;

MEMUTUSKA&:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG _
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TA
KERJA DINAS. . PERUMAHAN RAKY A’I‘ DAN I\AWASAN ;_5
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
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Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsmnal yancf

selanjutnya - disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan - Pejabat

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesua1an/ Inpassmg'-_';_ -

pada jabatan fungsional yang setara.

Perumahan dan kawasan permuklman adalah satu kesatuan Slsiem ya;ng o
terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyélenggaraan B
kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan' - -
peningkatan kualitas terhadap = perumahan kumuh dan’ peﬁnuklman B
ltumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pemblayaan serta per an e

masyarakat.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana
sarana, dan utilitas umum sebagzu hasil upaya pemenuhan rumah yang

layak huni.

Rumah adalah bangunan gedunw yang berfungsi. sebagai’ tempat tmggali':_‘_z_5'.:-':-.'_'*_- -
yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, ceﬂmnan harkat dan_;_._'--:-._’_; S

martabat penghuninya serta asset bagi pemzhknya

Kawasan permukiman adalah bagian dari lmgkuﬂgan h1d1113 d1 }Lua1 s

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun’ perdeSaan

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau linglungai’ human. .

dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghldupan

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian vang terdiri ‘dari atas";' S
lebih satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana; utilitas: . o

umum  serta mempunyai penunjang kegiatan fungsz la.m dzkawasanf}‘}f
perkotaan atau kawasan perdesaan.

Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permuktxman yang terdn 1'}'_ ': i

atas lebih dari satu satuan per mukiman

Pembinaan perumahan rakyat adalah suatu bidang pembmaan dani'f.:-_”: .
perumahan rakyat wilayah yaitu ruang yang merupakan kesatuan cfeOOrafls'__' el
beserta segenap unsur terkait padanya vang batas dan - Sistemny

ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan aspek fungsmnal

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untukzz-f.;':__.-.:_ STt
memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/ atau kegxatannya’;"_*___'
dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan uintuk menggunakan e

tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegla*tannya

Pengadaan Tanah adalah 1<eg1atan menyediakan tanah dengan cam_
memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhalk
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangaﬂ di bzdang
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentmgan umum '

selanjutnya disebut hak ulayat adalah kewenangan yang menumt hukum
adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas miayah tertentu
yang merupakan lingkungan para warganya untuk menga:mbd manfaat dari

sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi ¢
kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara
lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyal akat R B

hukum adat tersebut dengan Wﬂayah yang bersangkutan

. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang dmtasnya terdapa{ hak uiayat darzlfiz_'_.__f;.:

suatu masyarakat hukum adat tertentu
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- BAB 1]
KEDUDUKAN

|' Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala ‘Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

. BAB 1§
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

.‘i—"’asai 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan  di
bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinés
menyelenggarakan fungsi : o

a.

b.

perumusan program kerja di bidang perumahan, kawasan permukiman,
dan pertanahan; :

perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan
pertanahan; :

pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan
pertanahan,; :

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan
permukiman, dan pertanahan sesuai ketentuan peraturan . perundang-
undangan; ' '

pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan, kawasan
permukiman, dan pertanahan:

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan
permukiman, dan pertanahan;

pelaksanaan reformasi ‘birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas; -
pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Gubernur di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,




(1)

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ‘huruf a, =

mempunyai tugas memimpin, merumuskan mengoordinasikan, membma, e
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan” kegiatan
dinas di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan sesua1”._-"-’-' o

.17_-.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
Pasal 35

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
Kepala Dinas;

Sekretariat; _

Bidang Perumahan;

Bidang Kawasan Permukiman;
Bidang Pertaﬁahan;

Unit Pelaksana Teknis; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

@ ™ o DT o§

Susunan Organisasi Dinas sebagaumana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas -

‘ Pasai 6

ketentuan peraturan perun dang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepalé- :
Dinas mempunyai fungsi : : :

a.

b.

o9

penetapan program kerja di bldan perumahan, kawasan permukiman, = -

dan pertanahan;

perumusan. kebijakan di bzdan perumahan, kawasan permukiman; dan -

pertanahan;

penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan, kawasan permukiman; |

dan pertanahan sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan;

pelaksanaan pengoordinasian kegia‘i:an di bidang perumahan lcawasan'_-'_' L

permukiman, dan pertanahan;

pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perumahan kawasan':";

permukiman, dan pertanahan:

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dmas

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokragi, - 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pememmah (SAKIP), dan .pelayana1i-z s

publik di lingkungan Dinas;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegxa‘tan dln'. :

bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;




*?8~.

i. pemberian saran dan pertimbangan keépada Gubernur berkenaan dengan
perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan .
pertanahan; dan ' K SR

j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang -periim'aha'h; S
kawasan permukiman, dan pertanahan yang diberikan oleh Gubernur ™ 0o
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan. ' ’

~ Bagian Keempat
~ Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalamlPasal 5 ayat (1) huruf b, "di'pim_p'iri : R
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab rkepada_
Kepala Dinas. ' C

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan ‘kebijakan di -
bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan
keuangan, umum dan aparatur, pengelolaan asef, serta bertanggungjawab .- -
memimpin pelaksanaan selurubh kegiatan pelayanan dan administrasi’ di
lingkungan Dinas. L

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9','_'-Sékr'efariat Sl
mempunyai fungsi : - P R E
a. penyusunan program kerja di bidang késekretariatan; D e
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang  penyusunan =~ |
rencana Kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan .
aparatur, pengelolaan aset; , . L
¢. pengoordinasian dan fasilitasi. di bidang penyusunan reficana ketja; oo
monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum - dan. aparatir, =
pengelolaan aset; o L 5
d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan rencana .
kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur,
pengelolaan aset di lngkungan Dinas sesual ketentuan peraturan . -
perundang-undangan; . : R o
¢. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang p'eﬁyuS'Lman}'_l_ EEREe
rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum-dan "
aparatur, pengelolaan aset di lingkungan Dinas; BRRIE AR A o et

Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuh’tabﬂités' _. : R
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 'dan pelayanan publik di lingkungan -
Dinas; : _ R TR

f. penyelarasan dan kompilasi penvusunan rencana kerja di lingkungan S

h. pengawasan terhadap pelaksanaan' fugas dan fungsi di -liﬁgkung‘énf;-_- :
sekretariat; S S e ot
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i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan _3::3

dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

J. pelaksanaan monitoring, evaluasi. dan pelaporan terhadap pelaksamaan TR

tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang dzsera_hkan oieh o

Kepala Dinas sesuai Ixetentuan peraturan perundaﬁgﬂﬁdangan

‘ Pa'sal 11

(1) Sekret&fiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi :

a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi, dan Keuangan, dan
b. Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset.

(2} Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipiih‘pilfi_":;’_.ff_ oy '
oleh seorang Kepala Sub Bagian vang berada di _-bawah dan ST

bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi, dan Keuangan Sebadaimana S

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menﬂumpul dan

mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring, - evaluasi, ERE R
dan keuangan, serta mengendahkan pelaksanaan kegiatan sesual tucras dan S

fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 12, Sub L
Bagian Rencdna Kerja, Momtorm Bvaluasi, dan Keuangan men‘lpunya1

fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Mcnit'oring,-_";_':.-.;_" g

Evaluasi, dan Keuangan;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebljakan dl bldang”._-.g-"“;
penyusunan rencana . kerja, monitoring, evaluam _ dan __keuangan_ _c:ii_:'.-_'__--E

lingkungan dinas;

c. pemberian dukungan terhadap pela}\_sanaan tt:affas dan fungsx ch
lingkungan Sekrétariat;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan Lugas darl fungsn dl *:': 

bidang penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi, dan keuangan

e. pelaksanaan urusan di bldang penyusunan rencana ker:;a momtorang,
evaluasi, dan keuangan sesuai ketentuan peraturan per undang—undangan

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan iugas pada Sub
Bagian Rencana Kerj ja, Monitoring, Evaluasi, dan heuangan '

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengam .

tugas dan fungsi di bidang peny usunan rencana kerja; momtomng, evaluas1 '.
dan keuangan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peﬁvusunari 1aporan terhadap e

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana ke.“rja,_-_'-_;_:_ Sirinn

monitoring, evaluasi, dan keuangan: dan

pelaksanaan fungsi lain.di bldan.g penyusinan rencana kerja mumtoﬂn
evaluasi, dan keuamga_n yang diser ahkan oleh sekretaris,.




_KIG_‘

Pasal 14

Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset sebagaimana di maksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan
kebijakan di bidang umum, aparatur, daen aset, serta mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tﬁgas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas se_bagaimané dimaksud dalam Pasal 14, Sub
Bagian Umum, Aparatur, dan Aset mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Aparatur, dan Aset;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan dz bidang
umum, aparatur dan aset di Emgkungan dinas;

c. pemberian dukungan ‘terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan sekretariat; . |

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang
umum, aparatur, dan aset; '

e. pelaksanaan urusan di bidang umum, aparatur, dan aset sesuai ketentuan
peraturan perundanmund’mgan

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Umum, Aparatur dan Aset;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang umum, aparatur dan aset; :

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di blc‘tang umum, aparatur dan aset; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bzdang umum, aparatur dan aset yang
diserahkan oleh sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Perumahan

Pasal 16

Bidang Perumahan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c,

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. .

Pasgal 17

Bidang Perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan
kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan,
penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umuim,

serta bertanggungjawab memimpin  seluruh kegiatan pelayanan dan
administrasi di bidang perumahan. '
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Pa_sal 18

Untuk melaksanakan tugas Sebaga1ma11a dimaksud dalam Pasal 1'7 Bldang
Perumahan mempunyai fungsi :

a.
b.

o

penyusunan program kerja Bidaﬂg Perumahan; =
penyiapan bahan dan perum'uéan kebijai«;an teknis di bidang pendataan

dan perencanaan peruwmahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan,
prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendataan dan -
perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan,
prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, sertifikasi, kualifikasi
dan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pendataan

dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, .-
prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan sesuai ketentuan:

peraturan perundang-undangan:

pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di . b1dang
pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi’ o
perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan - sesum
ketentuan peraturan perundang- undangan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fung31 ch
bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan

rehabilitasi perurnahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan
sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan

perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana; sarana .
dan utilitas umum perumahan;

pelaksanaan monltonng, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan

rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan
dan '

pelaksanaan fungsi lain varig diberikan oleh Kepala Dinas di b1dan@ :
perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 19

Bidang Kawasan Permukiman sebaoaamana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah daﬂ S

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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- Pasal 20

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan R
permukiman, pengembandan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan :

utilitas umum permukiman serta bertanggungjawab memimpin seluruh -
kegiatan pelayanan dan admzmstram di bidang kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bzdang s S

P&sal 2 1

Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan program kerja Bidang Kawasan Permukiman;

penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang peladataan"

dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan -
permukiman, serta prasarana; sarana dan utilitas umum permuliman;

penyelenggaraan urusan pemerintahan di  bidang pendataan dan

perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman,

serta prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman sesuai ketenman
peraturan perundang-undangan;

penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pendataan‘-': '. T
dan perencanaan kawasan permukunan pengembangan - kawasan

permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum permuklman' g
sestuiai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di b}dang:

pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan_'_._{_i_' R
kawasan permukiman, serta prasarana, sarana dan utﬂltas umum B

permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi- dz S :* '
bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, penoembangaﬂ S
kawasan permukiman, serta - prasarana, sarana dan utilitas umum

permukiman sesuai L.etentuan peraturan perundang-undangan;

pemberian saran dan peztambangan ‘kepada kepala Dinas berkerzaanﬁ_l e
dengan tugas dan fungsi di bidang pendataan dan perencanaan kawasan' e
permukiman, pengembangan - kawasan permukiman, serta prasarana,.'_t

sarana dan utilitas umum permulﬁman

i pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap peiaksanaan S

tugas di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman,

pengembangan kawasan permumman serta prasarana, sarana dan utilitas

umum permukiman; dan

pelaksanaan fungsi lain yang d}berlkan ‘oleh Kepala Dinas di bidang'":."._'_:..'f

kawasan permukiman sesuai ketenman peraturan perundang-undangan. -
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 Bagian Ketujuh
Bidang Pertanahan
Pasal 22
Bidang Pertanahan sebagaimana difna,ksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e,

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vyang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. : '

Pasal 23

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah,

penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat serta bertanggungjawab

memimpin seluruh kegiatan pelayvanan dan administrasi di bidang pertanahan. .

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas Sebaga_imaﬂa dimaksud dalam Pasal 23, Bidang
Pertanahan mempunyai fungsi : : '

a. penyusunan program kerja B’idéng Pertanahan;

b. penylapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan =~

tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;

¢. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah,-

penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan |

perundang-undangan; '

d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adminisirasi di bidang -

pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; - '

e. pengkoordinasian terhadap peéaksaljzaan tugas dan fungsi di bidang
pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat
sesllai ketenftuan peraturan perundang-undangan;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan -

dengan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian
sengketa tanah, dan tanah ulayat;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan

tugas di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah
ulayat; dan '

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang-_'.f- o

pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




_14_

Bagian Kedelapan
- Unit Pelaksana Teknis

Pasal 25

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat A1) =
huruf f, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional =
atau kegiatan teknis penunjang Dinas. e

(2} Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh ' 7.
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada "
Kepala Dinas melalui Sekretaris. o

Pasal 26
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja' Unit. -

Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai. - v
ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Bagian Kesepuluh _ =
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional =~ o

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalaimn Pasal 5
ayat (1) huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan.
pelayanan teknis fungsional. ' L

(2} Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan. =~ . o
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian -
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. . e S

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana diraksud pada dyat (1) o
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada'
Pejabat Administrator, - - IR

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan .. i
dan/atau penghapusan Jabatan Adminisirasi ke dalam ' Jabatan -
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator .~ -
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan. yang =~ .
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator - Jabatan = -
Fungsional. ' : o R

(5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta -
pengelolaan kegiatan Koordihator dan/atau Sub Koordinator ‘Kelompok @0 e
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur _'leb:ih
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesusi ketentuan Sineln
peraturan perundang-undangan. SRR SN
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Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional vang diangkat melalui
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, atau Pejabat 13éngawasyang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas jabatan . fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki  tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan

keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. '

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. '

Pasal 29

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi vang belum diangkat dan dilantik
kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan
diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki
sebelumnya sampai dengan . ditetapkannya  ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan
Jabatan. o :

Penetapan kelas Jabatan Fungsi_ar-lal‘ vang akan diduduki disetarakan
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki kelas jabatan vang lebih tinggi, kelas Jabatan
Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

~ BABIV
- KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. ‘ ' ‘

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. , . '
Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi

Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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. Pasal 31 ,
Pejabat‘Administrasi yang - mengalami Penyetaraan Jabatan meiaksanakan '
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang

tugasnya, sampai dengan  peraturan yang mengatur mengenai
penyederhanaan birokrasi berlaky.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan
yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan mekanisme koordiriasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima
persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokolk dalam penetapan Angka Kredit,

yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan
pengembangan profesi. .

BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu.

‘Tata Kerja
Pasal 32

Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi,

mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada
bawahannya. |

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat
Fungsional wajib menerapkan prinsip  koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas dan seluruh Pejabat:wajib melaksanakan fungsi pengawasan
di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah vyang diperlukan

untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. ‘

Bagian Kedua

‘Laporan
Pasal 33

Kepala Dinas wajib mehyampa.ikan laporan pelaksanaan tugasnya dan
memberikan penjelasan  kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
perihal kebijakan yang ditetapkan. ‘

Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur
melalui  Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi kebgakan yaﬂg_f' _3' '
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ‘serta
memberikan penjelasan teknis atau ‘keterangan kepada. a‘tasan masmg—_l_'_'“ SRR

masing sesuai dengan tugas dan funcrs:anya

"BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 33

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi d1bebazﬂ<an padai-ég Sy

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas 1&1131’137&*_':'_'" ;

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

~ BABVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas dite’capkan oieh_'-_'. SRR

Gubernur sesuai ketentuan pera’curan perundanmundangan

(2) Gubernur melalui Perano}(at Daerah yang bertaﬁggungjawab d1 bldang_;
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi telhadap 10f—::L:u—:ﬁcaan_:-E
organisasi Dinas sesuai ketentuem peraturan perundang—undancfan o

{3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama daiam kegzatan'_f_ﬁ_:: : _
pembinaan dan pengendalian or gamsa& Dinas sesuai 1{etentuan pmaturan SR

perundang-undangan.

(4} Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agal seluruh Pejabat"_.

Administrasi dan Pejabat Fungsional ‘berpedoman pac_ia ketenmall.-:;..
peraturan perundang-undangarn. ' '

"BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal SS

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawal ASN yang
melaksanakan tugas pada Dinas Perumahan Rakyat dz:mi Kawasan
Permukiman Provinsi Kahmzmian Barat tetap melaksanakan tugasnva
sepanjang belum ada penugasan vang baru dari Pejabat Pembana Kepegawaian
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BAB I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor'
69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Orga;nsa& Tu@as dan"i“_ungsh:f
serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan hawasan Permulﬁman TOVin
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi hahmantan Barat Tahun 201
Nomor 70} sebagaimana telah dmbah dengan Peraturan: Gubemur Nomor 54
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubelnur Nomor 69 Tahun;_
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fangsst serta Tata}
Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan. Kawasan Permulﬂman Provms1 :

Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kahmantan Barat Tahun 202
Nomor 54}, dicabut dan cimyatalxan tidak beﬂaku o s

Pasal 37 _

Peraturan Gubernur ini mulai berlalﬁ_t pada tan gal dmndangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuxan
Gubernur ini dengan penempatannya. dalam - __Beri’ta ___Da_erah Plovn}_s_i.
Kalimantan Barat. ' : T

thetapkan di Pontlanak;
e "craI 50 Junl 2021

Diundangkan di Pontianak
pada tariggal 30 Juni 2021,

SRR A

_;st DAERAH

-,ME‘BOVIN : ?&{ALIMANTAN BARAT

B “T%T%A DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 115
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